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PIMBINTT'KAI{ TIM PENGILOLA KATALC}G ELEKTRONIK LOKAL
I(ABUPATEN HALI}TAIIERA BARAT

BUPATI IIALIT{AHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2AZZ
tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Froduk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Dalam Melaksanakan Pengadaan Ferang/ Jasa pemerintah, yang
diamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan lfalikota untuk
mendorong percepatan produk delam negeri dan/atau produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing
daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan
memerintahkal Organisasi Perangkat Daerah (OpD) untuk
betranja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko
Daring;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan secara rnatang
terkait pengelolaan Katalog Elektronik Inkal Kabupaten
Halmahera Barat yang dimulai dari Pembentukal Tim pengelola
Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pengelola Kataiog Elektronik l-okal Kabupaten
Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun LVSZ tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daeratr Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undalg-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undanyundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undangundang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Hahnahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hahnahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor LT Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Apartur Sipil
Negara;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Undang-un,Cang |.lomor 1i Tahun 2A2A'Lentang Cipta i(eija;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah;

l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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11.undang-undang Nomor 13 Tahun 2a22 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang
Pembentukan Peraturan perundang- undangan;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;

14.Peraturan Pemerintah Nomor zB Tahun 2or9 tentans
Pemberda5raan Industri;

15.Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Bidang Industri;

12 Tahun 2AW tentang

28 Tahun 2021 tentang

i7.Per-aturan Presiden Nornor 106 Tairun 2aar tentang irmtraga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

lS.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

l9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2a2l tentang perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengeiolaan Barang Milik Daerah;

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tainun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daei-ah;

22.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor I Tahun 2A21 tentang Toko Daring dan
Katalog trlektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa;

23.Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Thaun 2021 tentang unit Kerja pengadaan
Barang/Jasa;

24.Keputusan Kepaia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 132 tentang Pemberian Mandat Tugas dan
Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog
Lokal;

25.Keputusan Deputi Bidang l\{onitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
'2O21 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2Ai6 tenrang PemLrentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2T.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A22 tentang APBD Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22;

2S.Peraturan Bupati Hahnahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;

29.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2022;

Memperhatikan: Surat Kepala Bagian La5ranan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kab. Halmahera Barat Nomor 5OO/261/BLP-HB|2A2'2 perihal
Permohonan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

It{enetapkan

KESATU Menetapkarr Tirn Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten
Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantulx daiam Larnpiran Keputusan ini.
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Tim Pengelola Katalog Elektronik Iokal sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengeiola Katalog Eiektronik Lokai Kabupaten Hai:nahera
Barat;

b- Melakukan koordinasi, konsultasi dengan stakeholder dan
instansi yang berkompeten dalam rangka pembentukan
Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Halmahera Barat;

c. Melakukan sosiatisasi, pembinaan dan pelatihan tentang
Katalog Elektronik Lokat kepada seluruh perangkat Daerah d,i
Lingkup Pemerintah Kabupaten Helmahera Barat.

d. Melakukan sosialisasi, fembinaan dan petatitran tentang
Katarog Elektronik Lokar kepada pelaku usaha poteasiar di
Kabupaten Halmahera Barat;

e. Melakukan evaluasi seeara berkala terhadap pembentukan
Katalog Elektronik Iokal Kabupaten Hahnahera Barat;

f. Melakukan identifikasi dan analisis terkait penamhahan
Etalase Baru yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupten
Halmahera Barat;

g. Mengusulkan penambahan Etalase Baru kepada LKpp;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Halmatrera Barat.

Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal dalam melaksanakan
tugas dan tanggungiawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

segala biaya yang akan timbul sebab akihat d.ikeruarkanaya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hahnahera Barat pos Anggaran
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Halmahera Barat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3o N vqnber 2A22

BUPATI BARAT,

1.
2.
J.

4.
5.
6.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailo1o,
Yang bersangkutan untuk drketahui dal seperlunya.

JAMES UA1YG
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: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

IoM_o_R : l?q A lKr,rsl,A /2a22
TANGGAL : b,9 N6Ven ggf( 2A22

: PEIviBEiI[TiJIGi{ TiM PEI.{GELOLA I(ATALOG trLEKTRoNiK LOKAL
KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT

ERA BARAT,

lrto JABATAIT DALAI}I DIITAS JABATAIT DALAIII TIM KT?
1 BupatJ Hglnahera Barat Pengarah
,2 Wakil Bupati Hslmahera Barat Pengarah

Pelaksana

J Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat Ketua

+ Asisterr Eid. Ferekorromian & Fcrirbarrgutlarr
Kab. Haimahera Barat

Wakil Ketua

5 Kepala Dinas Perinduatrian, Perdagaagan,
Koperasi & UKM Kab. Halrnahera Barat

Anggota

6 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kab. Halmahera Barat

Anggota

7 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat

Anggota

B Kepala Dinas Penalaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Halmahera Barat

Anggota

9 Sei<retaris DPRD Kab. Haimahera Barat Anggota

10 Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat Anggota

11 Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Ruang Kab. Hdmahera Barat

Anggota

t2 Kepala Dinas Perumahan, Kawasarr
Permukiman & Lingkungan Hidup Kab.
Halmahera Barat

Anggota

13 Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab.
Hafunahera Barat

Anggota

14 Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Kab.
Halnahera Barat

Anggota

15 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar
Kab. Halmahera Barat

Anggota

L6 Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat Anggota

17 Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda
Kab. Halmahera Barat

Anggota

18 Kepala Bagian Umum, Perencanaan &
Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat

Anggota

19 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kab. Halmahera Barat

Anggota

20 Seluruh Pegawai Bagian Pengadaan Barang
dan jasa Setda Kab. Halrnahera Barat

Anggota

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Hukum & Orgs
JATUES UAITG

BUPATI


